Minim Daya Tampung Parkir,
Dishub Samarinda Dorong Skema Progresif

bagi Pedagang dan Pembeli di Pasar Pagi

—

Sumber Gambar:KALTIM POST Selasa, 06/01/2026

SAMARINDA - Keterbatasan ruang parkir Gedung Pasar Pagi Samarinda menjadi
perhatian serius dalam pembahasan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) bersama
Direktorat Lalu Lintas Kementerian Perhubungan, Selasa (6/1). Kondisi tersebut
mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda mengarahkan pengelola untuk
menerapkan skema parkir progresif sebagai upaya pengendalian lalu lintas kawasan.
Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, isu parkir menjadi salah
satu atensi utama dari jajaran Direktorat Lalu Lintas dalam rapat teknis andalalin.
Ketersediaan ruang parkir dinilai sangat terbatas jika dibandingkan dengan potensi

volume kendaraan pedagang maupun pengunjung.

“Tambahan dari rapat tadi, yang jadi atensi teman-teman Direktorat Lalu Lintas adalah
kebutuhan ruang parkir Pasar Pagi yang sangat minim,” ujarnya. Untuk mengantisipasi
dampak tersebut, Dishub mendorong operator Pasar Pagi menerapkan tarif parkir
progresif. Skema ini diharapkan dapat membatasi kendaraan yang parkir dalam durasi
panjang dan mendorong masyarakat beralih ke sistem antar-jemput atau drop off. “Nanti
operator diharapkan mengenakan parkir progresif supaya memaksa masyarakat dan
pedagang menggunakan sistem drop off, entah oleh keluarga, sanak saudara, atau

temannya,” sebutnya.

Manalu menegaskan, kendaraan yang parkir dari pagi hingga sore akan dikenakan tarif
maksimal. Kebijakan ini diterapkan karena keterbatasan fisik gedung parkir yang tidak
memungkinkan menampung kendaraan dalam jumlah besar dalam waktu lama. “Kalau
mau parkir dari pagi sampai sore, maka parkir yang dikenakan itu parkir maksimal.

Karena gedung parkir sangat minim dari sisi ruangan,” tegasnya. Skema tersebut akan
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diberlakukan baik bagi pedagang maupun pembeli. Dishub menilai kebijakan tarif
progresif lebih efektif dibandingkan tarif murah yang justru berpotensi menyebabkan
kendaraan meluber ke badan jalan dan memicu ketidaktertiban lalu lintas di kawasan
pusat kota. “Ini karena jumlah ruang parkir terbatas, untuk roda empat menampung 114
mobil, sedangkan roda dua, sekitar 905 motor,” terangnya. Terkait kemungkinan adanya
keberatan dari pengguna, Manalu menegaskan kebijakan tersebut tidak akan dievaluasi
dalam jangka pendek. Menurutnya, risiko kemacetan dan gangguan lalu lintas jauh lebih
besar jika parkir dibiarkan longgar. “Tidak bisa dievaluasi karena kalau tarif murah

akhirnya meluber dan menyebabkan ketidaktertiban lalu lintas,” pungkasnya.
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Catatan:

1. Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang menyatakan bahwa fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat
diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan

kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

2. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 26
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Nontunai sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 menjelaskan
bahwa tempat parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang
ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir
tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi
yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk
umum meliputi tempat khusus parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang

memungut biaya tertentu.
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